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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini berjudul “Dinamika Pemerintahan Kelurahan Sigando 

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 1982-2021”. 

Kelurahan Sigando satu dari delapan kelurahan yang ada di Kecamatan Padang 

Panjang Timur, sebelum tahun 1982 pemerintahan Kelurahan Sigando berbentuk 

jurai yang dalam wilayah pemerintahan Nagari Gunung, namun pada tahun 1982 

keluar peraturan daerah yang membuat pemerintahan nagari menjadi kecamatan dan 

pemerintahan jurai menjadi kelurahan. 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang 

terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap 

awal adalah pengumpulan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Pada 

tahap pengumpulan sumber dilakukan melalui studi pustaka dan lapangan dengan 

metode sejarah lisan dan wawancara. Setelah itu diperoleh sumber-sumber yang dapat 

diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Penulisan diarahkan 

dalam bentuk deskriptif naratif. Kemudian data yang diperoleh dilanjutkan kepada 

tahap kritik. Tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan. 

Setelah diterapakan Sigando menjadi kelurahan, dipimpin oleh lurah dan 

menyampingkan pemerintahan adat. Dalam menjalankan pemerintahannya kepala 

lurah hanya menjalankan fungsi administrasi pemerintahan umum saja, karena 

kelurahan bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Nagari yang 

sebelumnya sebuah wilayah yang cukup besar dipecah menjadi satuan wilayah yang 

relatif kecil. Hal ini memberikan dampak baik dan dampak buruk bagir pemerintah 

dan masyarakat nagari. 

Dampak positif pembentukan pemerintah kelurahan di antaranya semakin 

mudah bagi masyarakat untuk mengurus keperluan yang bersifat administrasi karena 

wilayah kelurahan yang relatif kecil, sedangkan dampak buruknya yaitu kurangnya 

rasa kebersamaan masyarakat yang sebelumnya tertanam pada saat pemerintahan 

nagari. 
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